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 Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum 
Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Kriteria Ahli Waris Menurut Pengurus 
Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru 
Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan 
masalah yaitu: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme penentuan 
kriteria ahli waris menurut Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan Waru 
Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme 
penentuan kriteria ahli waris menurut Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan 
Waru Kabupaten Sidoarjo. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hal ini berarti bahwa data 
yang dianalisis adalah berupa paparan kata-kata dan deskripsi keadaan bukan 
angka, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan., maka teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara disini adalah dengan 
tokoh-tokoh Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
Kemudian data yang dikumpulkan diuraikan menggunakan teknik deskriptif 
analisis dengan pola deduktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurus Cabang LDII Kecamatan 
Waru Kabupaten Sidoarjo menetapkan kriteria ahli waris sebagai anggota LDII 
adalah menetapkan kriteria ahli waris menurut keanggotaan LDII sebagai syarat 
atau kriteria seseorang menjadi ahli waris. Perbedaan yang terlihat disini adalah 
dalam menentukan murtad dan kafir, dimana menurut LDII apabila orang yang 
keluar dari LDII, maka orang tersebut dianggap murtad. Selanjutnya apabila 
mereka murtad, maka mereka tergolong kafir dan tidak berhak untuk 
mendapatkan waris dari anggota LDII., akan tetapi dalam hukum Islam murtad 
adalah orang yang keluar dari agama Islam. Jadi apabila hanya keluar dari 
organisasi masyarakat maka tidak diaggap murtad dan masih berhak untuk 
mendapatkan waris. 
 Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini adalah: kriteria ahli waris menurut 
Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berbasis pada 
keanggotaanya sendiri. Apabila ada orang yang keluar dari LDII, tidak lagi 
memenuhi kriteria ahli waris dan tidak bisa menjadi ahli waris dalam keanggotaan 
LDII. Menganalisis dari hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam yang dipakai 
di Negara Indonesia., dimana ketentuan kriteria ahli waris yang mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang 
hukum., maka ahli waris tersebut berhak untuk mendapatkan waris. Jadi, alangkah 
lebih baiknya permasalahan ini dikembalikan kepada pemerintahan yang sudah 
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A. Latar Belakang Masalah 
Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua 
tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, 
terutama orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam 
arti lingkungan. 
Islam mengatur pembagian warisan secara adil melalui aturan-aturan yang 
ada dalam Alquran. Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam 
adalah tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta 
seseorang yang telah meninggal dunia. Adapun sumber hukum Islam yang 
berhubungan dengan masalah mawaris antara lain:
1
 
Firman Allah Swt: 
 َر ْقَْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّمِ ٌبيِصَن ِءاَسِّنِللَو َنُوبَر ْقَْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّمِ ٌبيِصَن ِلاَِجّرِلل َنُوب
اًبيِصَن َر ُثَك ْوَأ ُوْنِم َّلَق اَّمِ اًضوُرْفَم  
 
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan            
kerabatnya, dan bagi orang wanita juga mempunyai hak bagian dari harta 
peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bagian yang telah ditetapkan”.(QS. An-Nisa‟:7).2 
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan tentang pengertian 
hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a), adalah hukum yang mengatur 
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
                                                          
1
  Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 3. 
2
 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Darus Sunnah Jatinegara. 
2007), 79. 







































Pengaturan kembali pelaksanaan kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan hukumnya, agar 
perumusan kebijaksanaan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial 
yang ada di Indonesia diformulasikan kembali. Kebutuhan kontemporer 
berdasarkan tuntunan sosial, pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih 
kewarisan terdahulu penting dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian dengan 
kondisi sosial umat Islam yang ada di Indonesia.
4
 Dalam hukum waris Islam 
terdapat 3 unsur yaitu:
5
 
1. Pewaris, adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu 
yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. 
2. Ahli waris, adalah orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai 
hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau 
hubungan yang lainnya. 
3. Warisan, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, 
baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. 
Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak kepemilikan harta 
(tirkah) peninggalan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi 
dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan 
                                                          
3
  Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), 53. 
4
  Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam(Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 79. 
5
  Suhrawardi K.Lubis, Hukum Waris Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 1995),  35. 



































Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak yaitu, 
perkawinan, kewarisan dan perwakafan. 
6
 
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah seseorang yang 
dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, atau 
hubungan sebab perkawinan. Di dalam Alquran di jelaskan dalam Surah An-Nisa‟ 
ayat 12 yang berbunyi:
7
 
 ٌدَلَو َُّنَلَ ْنُكَي َْلَ ْنِإ ْمُكُجاَوْزَأ َكَر َت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو  َنَْكر َت اَّمِ ُُعبُّرلا ُمُكَل َف ٌدَلَو َُّنَلَ َناَك ْنَِإف
  ْنَِإف ٌدَلَو ْمُكَل ْنُكَي َْلَ ْنِإ ْمُتَْكر َت اَّمِ ُُعبُّرلا َُّنَلََو ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ َينِصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب ْنِم ْمُكَل َناَك
 ْع َب ْنِم ْمُتَْكر َت اَّمِ ُنُمُّثلا َّنُهَل َف ٌدَلَو ِوَأ ًةَلَلََك ُثَرُوي ٌلَُجر َناَك ْنِإَو ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ َنوُصُوت ٍةَّيِصَو ِد
 ُءاََكرُش ْمُه َف َكِلَذ ْنِم َر َثْكَأ اُوناَك ْنَِإف ُسُدُّسلا اَمُه ْ نِم ٍدِحاَو ِّلُكِلَف ٌتْخُأ ْوَأ ٌخَأ ُوَلَو ٌةَأَرْما فِ
َاِبِ ىَصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب ْنِم ِثُلُّ ثلا  ٌميِلَح ٌميِلَع ُ َّللَّاَو َِّللَّا َنِم ًةَّيِصَو ٍّراَضُم َر ْ يَغ ٍنْيَد ْوَأ 
 
       “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri 
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah 
dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 
maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang 
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), 
maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat 
olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 
(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at 
yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Penyantun.” (Surat An-Nisa‟:12). 
 
Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat 
mewarisi harta peninggalan pewarisnya, di dalam pasal 173 telah terpenuhi, 
                                                          
6
 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 25. 
7
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya…,55. 



































karena ada ahlli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris dan ada juga 
yang hubungannya lebih jauh dari pewaris. Dalam hal ini, para ahli waris harus 
mengingat urutannya masing-masing. Dan dalam urutan-urutan penerimaan harta 
warisan sering kali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang 
hubungannya dekat dengan pewaris tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris. 
Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:
8
 
1. Ahli waris nasab, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul 
karena hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan 
kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris. 
2. Ahli waris sebab, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, 
seperti perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya. 
Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan 
yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi  menjadi dua 
golongan yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dan  apabila 
ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris  terbagi menjadi tiga 
golongan, yaitu dhawil al furūḍ , aṣ ābah, dhawil Arḥ am. 9 
Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang 
berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian 
yang harus diterima semua di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap 
pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman,cucu, atau 
bahkan sebatas saudara seayah atau seibu. Dalam ilmu waris bukan hanya dikenal 
adanya aturan siapa saja yang berhak mendapat warisan, ada juga hal yang 
                                                          
8
 Suparman Usman, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 
63-65. 
9
  Ibid., 67. 



































membuat seseorang yang mendapatkan warisan haknya menjadi hilang atau 
gugur, sehingga orang tersebut tidak bisa menerima warisan. Selain itu ada juga 
seseorang yang seharusnya mendapat warisan namun ia terhalang karena ada 
orang lain yang berhak mendapat warisan tersebut.
10
 
Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak 
organisasi ke Islaman yang muncul diantaranya adalah Lembaga Dakwah Islam 
Indonesia (LDII). LDII didirikan oleh H.Nur Hasan Ubaidah pada tahun 1951 
yang pada awalnya bernama Darul Hadis atau Islam Jama‟ah.11 LDII merupakan 
nama baru dari sebuah organisasi yang telah beberapa kali mengalami perubahan 
nama, yakni dari Islam Jama‟ah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Indonesia 
(LEMKARI), kemudian menjadi LDII seperti sekarang. Islam Jama‟ah 
merupakan sebuah aliran atau Lembaga kemasyarakatan yang berada dibawah 
pimpinan seorang amir atau Imam, yang sekaligus berfungsi sebagai sumber 
ajaran bagi masyarakat yang dipimpinnya sesuai dengan kepercayaa yang dianut, 
dimana seorang imam atau amir mempunyai otoritas yang absolut.
12
 
Islam Jama‟ah merupakan salah satu organisasi yang terkenal eksklusif. 
Anggota dari kelompok ini terkenal tidak bisa bekerja sama dengan kelompok lain 
yang tidak sealiran, itu sebabnya mereka kurang bersifat terbuka dan kurang mau 
menerima pemikiran dari luar. Akan tetapi setelah berubah menjadi LDII, 
organisasi ini menjadi inklusif dimana mereka hanya memberikan pandangan baru 
bukan dengan membuat ajaran-ajaran yang baru dan membuang yang lama. 
                                                          
10
 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indoneisa (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 68. 
11
 Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 
73. 
12
 Abuddin Nata,Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia(Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2001), 42. 



































Selanjutnya, adapun hasil wawancara dari Bapak Sofyan selaku jama‟ah 
LDII desa Medaeng bahwa yang menjadi kriteria ahli waris menurut LDII adalah, 
“bahwa syarat untuk menjadi ahli waris dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia 
(LDII) desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo ada perbedaan dengan hukum 
Islam. Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) desa Medaeng 
Kecamatan Waru Sidoarjo, apabila pewaris meninggal dunia tidak boleh 
mewarisi harta peninggalannya, walaupun yang mewarisi orang tuanya, karena 
hukum waris tidak berlaku apabila ada anggota keluarga yang tidak ikut 
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Lembaga Dakwah Islam Indonesia 
(LDII) desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo menganggap bahwa orang yang 
keluar dari jama’ah ini maka akan dianggap murtad (kafir) dan tidak berhak 
mendapatkan warisan dari orang tuanya, apabila orang tuanya mengikut jama’ah 
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
13
 
Dari uraian diatas, melalui pengamatan penulis bahwa dijelaskan dalam 
Kompilasi Hukum Islam buku II tentang hukum kewarisan dalam  pasal  171 (c) 
dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 
14
 
Adapun perbedaan yang paling mendasar dari ajaran LDII yakni anak yang 
keluar dari jama‟ah LDII tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya yang 
jama‟ah LDII. Berbeda dengan hukum Islam yang mana anak kandung berhak 
                                                          
13
 Baihaqi, Wawancara, Sidoarjo, 30 September 2018. 
14
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam  (Jakarta: Kencana 1996), 196. 



































mendapatkan waris dari orang tua nasabnya, kecuali anak tidak bisa mendapatkan 
waris apabila terhalang menurut hukum yang berlaku.
15
 
Penelitian awal yang dilakukan oleh Penulis kepada salah satu jamaah LDII 
mendapatkan sebuah pandangan bahwa yang dimaksud kafir dalam LDII adalah 
orang yang keluar dari LDII dan melanggar baiat yaitu janji setia.
16
 Berdasarkan 
hadis Nabi mengenai baiat yakni sebagai berikut: 
 ٍمْهَج بَِأ ْنَع ٍفِّرَطُم ْنَع ٌلَدْنَمَو ٍشاَّيَع ُنْب ِرْكَب ُوبَأَو ٌر ْ يَُىز اَن َث َّدَح َسُنُوي ُنْب ُدَْحَْأ اَن َث َّدَح 
 َِّللَّا ُلوُسَر َلاَقَلَاق ٍّرَذ بَِأ ْنَع َناَبْىَو ِنْب ِدِلاَخ ْنَع َةَعاََمْجَا  ََراَف ْنَم َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص 
 ِوِقُنُع ْنِم ِمَلَْس ِْلْا َةَق ِْبر َعَلَخ ْدَق َف اًر ْ بِش 
       “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah 
menceritakan kepada kami Zuhair dan Abu Bakr bin Ayyasy dan Mandal dari 
Mutharrif dari Abu Jahm dari Khalid bin Wahban dari Abu Dzar ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang meninggalkan 
jamaah meskipun hanya satu jengkal, sungguh ia telah melepas ikatan Islam 
dari lehernya.” (HR. Abu Dawud No.4131)17 
Dalam hal ini kriteria beda agama menurut LDII adalah berpedoman pada 
baiat. Baiat secara istilah adalah berjanji untuk taat. Orang yang berbaiat 
memberikan perjajian kepada amir (Imamnya) untuk menerima pandangan 
tentang masalah dirinya, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya 
untuk melaksanakan segala perintah. Apabila seseorang keluar dari jamaah LDII 
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Berbeda dengan hukum Islam yang menjelaskan orang yang beda agama 
atau murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam dan secara otomatis 
menjadi penghalangnya waris. Diperkuat oleh hadis Nabi yang berbunyi: 
 ِّيِلَع ْنَع ٍباَهِش ِنْبا ْنَع ٍجْيَرُج ِنْبا ْنَع ٍمِصاَع ُوبَأ اَن َث َّدَح  َناَمْثُع ِنْب وِرْمَع ْنَع ٍْينَسُح ِنْب
 ْسُمْلا ُثَِري َلَ َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأاَمُه ْ نَع َُّللَّا َيِضَر ٍدَْيز ِنْب َةَماَسُأ ْنَع ُمِل
 َمِلْسُمْلا ُرِفاَكْلا َلََو َرِفاَكْلا 
       “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu 
Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid 
radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang 
muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang 
muslim.”(HR. Bukhari No. 6267)19 
Berdasarkan permasalahan diatas, adanya perbedaan dalam kriteria ahli 
waris menurut hukum Islam dan Pengurus Cabang Lembaga Dakwah Islam 
Indoneia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, maka Penulis terdorong 
untuk melakukan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan 
hukum Islam dan pandangan Pengurus Cabang Lembaga Dakwah Islam Indoneia 
(LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
 Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Kriteria Ahli Waris 
Menurut Pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam 
Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
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 Imam Bukhari, Shahih Bukhari (Mesir: Dar al Hadits, 1997), 177. 
 



































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi masalah 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang mekanisme 
penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) 
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo yang di analisis menggunakan hukum Islam. Oleh karena itu, dari 
uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai latar belakang masalah dalam 
penelitian ini, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut: 
a. Hukum kewarisan Islam terhadap kriteria ahli waris 
b. Syarat dan rukun ahli warisdalam Islam 
c. Kriteria ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
d. Mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus 
Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru 
Kabupaten Sidoarjo 
e. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme Penentuan Kriteria ahli waris 
menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam 
Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 
 
2. Batasan masalah 
Dari beberapa permasalahan, maka untuk memberikan arah yang jelas 
dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut 
ini: 



































a. Mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus 
Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru 
Kabupaten Sidoarjo 
b. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli waris 
menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam 
Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 
 
C. Rumusan masalah 
 Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, Penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut Pengurus Cabang 
(PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan kriteria ahli waris 
menurut Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 
gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang 
mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada 
pengulangan dan kesamaan dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah 
sebagai berikut: 



































1. Skripsi yang ditulis, Dariy Dzohfron pada tahun 2017 (Mahasiswa Universitas 
Brawijaya Malang) dengan judul “Identifikasi Maqashid Syari‟ah pada 
Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia 
di Kota Malang)”.20 
Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada 
penelitian ini Penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria 
ahli waris, sedangkan peneliti sebelumnya Penulis mendeskripsikan pembagian 
waris dalam  Maqashid Syariah. Dalam pembagian waris di LDII Kota Malang 
berbeda dengan di LDII Sidoarjo, yang mana di LDII Kota Malang 
membolehkan anggota LDII mewarisi hartanya kepada non LDII dengan 
alasan sebagai kemaslahatan umat. Sedangkan LDII Sidoarjo tidak 
memperbolehkan anggota LDII mewarisi orang non LDII karena alasan belum 
dibaiat dan tergolong murtad. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya adalah yang menjadi objek penelitian Lembaga Dakwah Islam 
Indonesia (LDII). 
2. Skripsi yang ditulis, Nana Lutfiana pada tahun 2017 (Mahasiswa UIN Sunan 
Ampel Surabaya) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan 
Penetapan Ahli Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 
0030/Pdt.P/2016/PA.ngj”.21Penelitian yang dilakukan Nana Lutfiana tentang 
penolakan penetapan ahli waris. 
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 Dariy Dzohfron, “Identifikasi Maqashid Syari‟ah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada      
Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang)”, (Skripsi—Universitas Brawijaya, 
Malang:2017). 
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 Nana Lutfiana, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan 
Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.ngj”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 
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Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada 
penelitian ini Penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria 
ahli waris, sedangkan peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan penolakan 
penetapan ahli waris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
adalah dalam kriteria menetapkan ahli waris. 
3. Skripsi yang ditulis, Umar Kadafi Amarulloh pada tahun 2009 (Mahasiswa 
UIN Sunan Ampel Surabaya), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawan Lor Kelurahan 
Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya”.22 Penelitian yang dilakukan Umar 
Kafadi Amarulloh tentang kebiasaan masyarakat dalam pembagian waris. 
Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada 
penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria 
ahli waris, sedangkan Peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan pembagian 
waris terhadap kebiasaan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya adalah menggunakan hukum Islam dalam hal kewarisan 
dan penelitian terhadap suatu masyarakat. 
Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas sangat 
berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun dalam 
objek yang akan diteliti terdapat kesamaan, akan tetapi dari segi pendekatan yang 
di pakek berbeda. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu adalah sebagai berikut: 
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 Umar Kadafi Amarulloh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam 
Pembagian Waris di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya”, (Skripsi—
UIN Sunan Ampel, Surabaya:2009). 



































1. Lokasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah mekanisme penentuan 
kriteria ahli waris menurut  pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan 
Waru Kabupaten Sidoarjo. 
2. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis Hukum Islam. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut 
pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
2. Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap mekanisme penentuan 
kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan 
Waru Kabupaten Sidoarjo. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Kegunaan teoritis 
Secara teoritis, Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan yang 
berhubungan dengan mekanisme penentuan kriteria ahli waris dalam kewarisan 
LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Sehingga hasil penelitian ini dapat 
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 Wiratno Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014), 56 



































2. Kegunaan Praktis 
Secara praktis, Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 
manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat tentang analisis 
hukum Islam terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut 
pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 
sehingga setiap orang selaku ahli waris dapat memperoleh haknya secara adil 




G. Definisi Operasional 
Sesuai dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme 
Penentuan  Kriteria Ahli Waris Menurut Pandangan Pengurus Cabang (PC) 
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)  Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo”, dan untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari 
kesalahfahaman, maka Penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai 
istilah-istilah berikut: 
1. Hukum Islam: hukum Islam disini adalah pendapat para ulama tentang 
ketentuan ahli waris yang di ambil dari Kompilasi Hukum Islam buku II 
kewarisan pasal 171-175 mengenai kriteria ahli waris. 
2. Kriteria Ahli Waris: kriteria ahli waris yang dimaksudkan dalam penelitian ini 
adalah sebuah persyaratan ahli waris bagaimana yang berhak untuk 
mendapatkan waris. 
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3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Lembaga Dakwah Islam Indonesia 
(LDII) tingkat cabang Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah 
organisasi yang sudah memiliki sikap mendorong untuk kerjasama dengan 
masyarakat yang lain ataupun yang non LDII, meskipun Pengurus Cabang 
LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo memiliki cara pandang yang 
berbeda dengan organisasi lainnya, khususnya cara memandang dalam 
menentukan kriteria ahli waris khususnya pengurus yang membidangi agama 
dan dakwah dalam struktur oganisasi Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru 
Kabupaten Sidoarjo. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Metode kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek 
pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.
25
 Adapun data yang 
diperlukan dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut: 
1. Data yang dikumpulkan 
Sesuai dengan permasalahan diatas, data pokok yang dikumpulkan dalam 
penelitian adalah data mengenai analisis hukum Islam terhadap mekanisme 
penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
a. Hukum Islam: Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II kewarisan pasal 171-
175 tentang kriteria ahli waris. 
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 Lexy Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 116. 



































b. Pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia 
(LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tentang kriteria ahli waris. 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di desa 
Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Peneliti mengambil daerah 
yang diteliti dikarenakan dapat dijangkau dan akses penelitian juga lebih 
mudah karena dapat ditempuh dengan jarak yang dekat. Kalangan Pengurus 
Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo  juga terdapat suatu 
ketentuan yang mana apabila seorang anak keluar dari anggota LDII, 
sedangkan kedua orang tuanya adalah anggota LDII, maka anak tersebut tidak 
berhak mendapatkan waris dari orang tuanya ketika orang tuanya meninggal 
dunia. Oleh karena itu, Penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui 
permasalahan ini secara detail, sehingga dapat memberikan pemahaman 
kepada masyarakat bahwa anak yang memiliki nasab terhadap kedua orang 
tuanya, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan waris sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam ataupun Undang-undang yang 
mengatur tentang kewarisan. 
3. Sumber data 
Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 
digunakan dua sumber data, yaitu: 
a. Sumber primer 



































 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui 
wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. 
Adapun data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Bashori bertindak sebagai tokoh atau imam LDII di Desa Medaeng. 
2) Rusdi Faizal bertindak sebagai Ketua LDII di Desa Medaeng. 
3) Abdul Zuri bertindak sebagai Kepala Desa Medaeng. 
4) Sofyan bertindak sebagai mantan jama‟ah LDII Kecamatan Waru 
Kabupaten Sidoarjo. 
5) Abastomi bertindak sebagai tokoh masyarakat di Desa Medaeng. 
b. Sumber sekunder 
 Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data 
primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai 
hubungan dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku-buku 
atau internet. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam 
penelitian ini, ialah sebagai berikut: 
1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Kewarisan pasal 171-175 
2) Fikih Sunnah, karangan Sayyid Sabiq 
3) Hukum Islam di Indonesia, karangan Ahmad Rofiq 
4) Hukum Waris Islam Edisi Lengkap dan Praktis, karangan Suhrawardi 
K. Lubis 
5) LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara, karangan Hilmi 
Muhammadiyah 
6) Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, karangan Hartono Ahmad Jaiz 



































4. Teknik pengumpulan data 
Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti 
sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti 
menggunakan beberapa metode, sebagai berikut: 
a. Wawancara 
     Dalam hal ini Penulis melakukan komunikasi langsung dengan pihak 
yang terkait dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada: 
1. Abdul Zuri, selaku Kepala Desa: menanyakan berapa banyak jumlah 
organisasi masyarakat yang ada di dalam desa tersebut. 
2. Rusdi Faizal, selaku Ketua LDII: menanyakan tentang mekanisme 
penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang LDII 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
3. Bashori, selaku Imam LDII : menanyakan peran Imam di dalam 
organisasi masyarakat LDII itu sendiri. 
4. Baihaqi, selaku mantan LDII: menanyakan tentang kasus penetapan ahli 
waris yang ada di LDII. 
5. Abastomi, selaku tokoh masyarakat: pandangan masyarakat tentang 
organisasi masyarakat LDII.  
Penulis akan menggunakan wawancara terstuktur agar pembahasan atau 
jawaban yang dipaparkan narasumber langsung pada poin utama dan fokus 
pada pembahasan. 
b. Dokumentasi 



































Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan 
sumber data-data yang sudah terkumpul. Pengambilan data itu sendiri dapat 
diperoleh melalui dokumen yang dimiliki oleh obyek penelitian. 
5. Teknik pengolahan data 
Selajutnya setelah data diperoleh secara langsung dari lapangan dan bahan 
pustaka, maka data tersebut dapat diolah.  Adapun teknik pengolahan data 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Editing 
Teknik editing adalah teknik memeriksa kembali data yang telah 
didapat dari lapangan dan bahan pustaka dalam hal kelengkapan, 
kejelasan, keselarasan, dan keterkaitan data satu dengan yang lain.
26
 
Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara 
mengenai mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan 
Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
b. Organizing 
Teknik organizing adalah teknik menyusun data yang telah diperoleh 
secara sistematis.
27
 Mengatur dan menyusun data dari LDII Kecamatan 
Waru Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat gambaran yang sesuai dengan 
mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus 
Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
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Teknik analizing adalah teknik mengumpulkan data kemudian 
menjabarkan dengan menggunakan kacamata yang telah penulis tulis 
diatas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis hukum 
Islam terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut 
pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia 
(LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
6. Teknik analisis data 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu 
penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan 
faktual. Dalam menganalisis data menggunakan pola pikir deduktif, dalam hal 
ini penulis akan menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau 
dalil tentang kewarisan, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat 
khusus dari hasil penelitian tentang mekanisme penentuan kriteria ahli waris 
menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia 




I. Sistematika Pembahasan 
Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka 
Penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab 
satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi 
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beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika 
pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, adalah landasan teori, Bab ini membahas tentang penentuan 
kriteria ahli waris dalam hukum kewarisan Islam, yaitu pendapat ulama dan buku 
II Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171-175 yang didalamnya akan dibahas 
mengenai pengertian ahli waris, dasar hukum adanya ahli waris, macam-macam 
ahli waris, syarat dan rukun ahli waris, kemudian bab ini juga membahas tentang 
penghalang ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan. 
Bab ketiga, merupakan mendeskipsikan uraian tentang mekanisme 
penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga 
Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, di dalam 
bab ini nantinya akan dibahas mengenai profil organisasi  Pengurus Cabang LDII 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi struktur organisasi anggota 
LDII, letak geografis anggota LDII, serta program kegiatan anggota LDII, yang 
meliputi sosial dan keagamaan. Dalam bab ini juga membahas tentang mekanisme 
penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang LDII yang 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap mekanisme 
penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga 



































Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, di dalam 
bab ini berisi tentang analisis Penulis terkait pendapat Pengurus Cabang LDII 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli 
waris dan bagaimana analisis hukum Islam memandang kriteria ahli waris 
tersebut. 
Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat Penulis 
ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang 










































KRITERIA AHLI WARIS DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Definisi, Dasar Hukum, Macam-macam Ahli Waris, Syarat dan Rukun Ahli 
Waris, Penghalang Waris 
 
1. Definisi ahli waris 
 Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan 
oleh orang yang meninggal dunia.
29
 Ada beberapa definisi oleh beberapa pakar 
diantaranya Muhammad Amin Summa dan Idris Ramulyo.
30
 Muhammad Amin 
Summa mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang memiliki hubungan 
kepada si mayit yang menyebabkan timbulnya kewarisan. Sedangkan Idris 
Ramulyo mendefinisikan ahli waris sebagai sekumpulan orang atau individu 
atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan orang 
yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan 
yang ditinggal mati oleh seorang pewaris. 
 Dari pendapat-pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ahli waris 
adalah seseorang atau sekumpulan orang yang ada hubungan kerabat atau 
hubungan perkawinan, perbudakan dan seagama Islam dengan orang yang 
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Summa dan Idris Ramulyo. 
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2. Dasar hukum ahli waris 
 Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur ketentuan yang berkaitan 
dengan siapa saja ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan sesuai 
dengan ketentuan yang terdapat pada Alquran dan hadis. Hanya hukum 
warislah yang dijelaskan secara terperinci di dalam Alquran karena waris 
merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun 
dalam Negara serta dibenarkan oleh Allah Swt.
32
 
 Surah An-Nissa ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut: 
 ْتَدَقَع َنيِذَّلاَو َنُوبَر ْقَْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّمِ َلِاَوَم اَنْلَعَج ٍّلُكِلَو َّنِإ ْمُه َبيِصَن ْمُىُوتَآف ْمُُكنَاْيَْأ
اًديِهَش ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع َناَك َ َّللَّا 
 
       “bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak da 
karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang 
yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada 





Selain ayat Alquran di atas, ada beberapa dalil sunnah Nabi yang 
menunjukkan hukum waris untuk umat Islam. Di antaranya adalah hadis-hadis 
berikut ini: 
 ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع ِوِيبَأ ْنَع ٍسُوَاط ُنْبا اَن َث َّدَح ٌبْيَىُو اَن َث َّدَح َميِىاَر ْبِإ ُنْب ُمِلْسُم اَن َث َّدَح
اَمَف اَهِلْىَِبِ َضِئاَرَفْلا اوُِقْلَْأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َلاَقَلَاق  ٍلُجَر َلَْوَِلْ َوُه َف َيَِقب
 ٍرََكذ34 
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       Dari Ibnu Abbas Radiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw bersabda 
“bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa 




 بَِأ ْنَع َةَمَلَس بَِأ ْنَع ٍباَهِش ِنْبا ْنَع ٍلْيَقُع ْنَع ُثْيَّللا اَن َث َّدَح ٍْيَُْكب ُنْب َيََْيَ اَن َث َّدَح
 َّفَّو َتُمْلا ِلُجَّرلِبِ ىَتْؤ ُي َناَك َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر َّنَأ ُوْنَع ُ َّللَّا َيِضَر َةَر ْيَرُى ِوْيَلَع  
 َلاَق َّلَِإَو ىَّلَص ًءَافَو ِوِْنيَدِل َكَر َت ُوَّنَأ َث ِّدُح ْنَِإف ًلَْضَف ِوِْنيَدِل َكَر َت ْلَى ُلَأْسَي َف ُنْي َّدلا
 ِم َينِنِمْؤُمْلِبِ َلَْوَأ َنََأ َلَاق َحوُتُفْلا ِوْيَلَع َُّللَّا َحَت َف اَّمَل َف ْمُكِبِحاَص ىَلَع اوُّلَص َينِمِلْسُمِْلل ْن
 ْنَأ ِوَِتَثرَوِلَف ًلَاَم َكَر َت ْنَمَو ُهُؤاَضَق َّيَلَع َف اًن ْيَد َكَر َت َف َينِنِمْؤُمْلا ْنِم َ ِّفُِو ُت ْنَمَف ْمِهِسُف
36 
       “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan 
kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah disodorkan kepada beliau seorang yang sudah 
merninggal dunia (jenazah) yang meninggalkan hutang maka Beliau 
bertanya: "Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya?" 
Jika diceritakan bahwa jenazah tersebut ada meninggalkan sesuatu untuk 
melunasi hutangnya maka Beliau menyolatinya, jika tidak maka Beliau 
berkata, kepada Kaum Muslimin: "Shalatilah saudara kalian ini". Ketika 
Allah telah membukakan kemenangan kepada Beliau di berbagai negeri 
Beliau bersabda: "Aku lebih utama menjamin untuk orang-orang beriman 
dibanding diri mereka sendiri, maka siapa yang mneninggal dunia dari 
kalangan Kaum Mukminin lalu meninggalkan hutang akulah yang wajib 
membayarnya dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk 
pewarisnya”. (H.R. Bukhari No. 2133)
37
 
 ْنَع ِوِيبَأ ْنَع ٍسُوَاط ِنْبا ْنَع ٌبْيَىُو اَن َث َّدَح ُّيِسْرَّ نلا َوُىَو ٍداََّحْ ُنْب ىَلْعَْلْا ُدْبَع اَن َث َّدَح
 َّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َلَاق َلَاق ٍساَّبَع ِنْبا َيَِقب اَمَف اَهِلْىَِبِ َضِئاَرَفْلا اوُِقْلَْأ َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ى
 ٍرََكذ ٍلَُجر َلَْوَِلْ َوُه َف38 
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       “Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad -yaitu An 
Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari 
Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak 
mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat 
garis keturunannya”. (H.R. Muslim No. 3028)39 
 
3. Macam-macam ahli waris 
Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang 
ditinggalkan oleh pewaris. Adapun kriteria sebagai ahli waris yang tercantum 
didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c , yang berbunyi: 
“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”40 
Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang 
dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, hubungan 
nasab atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi 
seperti yang disebutkan dalam pasal 173. Meskipun demikian, tidak secara 
otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan 
pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 telah terpenuhi. Dalam hal ini 
karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada 
juga yang hubungannya lebih jauh dengan si mati. Dalam hal ini, para ahli 
waris harus mengingat urutannya masing-masing dan dalam urut-urutan 
penerimaan harta warisan  seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau 
ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong 
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sebagai ahli waris karena dari garis keturunan perempuan (Dhawil Arḥ am).41 




1) Ahli waris nasab, yaitu: ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul 
karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan 
hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris. 
2) Ahli waris sebab, yaitu: hubungan kewarisan yang timbul karena sebab 
tertentu: 
a. Perkawinan yang sah 
b. Memerdekakan hamba sahaya 
Macam-macam ahli waris dapat di golongkan menjadi beberapa 
golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas 
harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi 
menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dan 
jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli  waris terbagi menjadi 
tiga golongan, yaitu, dhawil furūḍ , dhawil arḥ am, aṣ ābah.43 
 Ditinjau dari jenis kelamin ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu 
ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dengan pembagian sebagai 
berikut: 
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Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:
44
 
a. Anak laki-laki 
b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah 
c. Bapak 
d. Datuk, yaitu bapak dari bapak 
e. Saudara laki-laki seibu sebapak 
f. Saudara laki-laki sebapak  
g. Saudara laki-laki seibu 
h. Keponakan laki-laki seibu sebapak 
i. Keponakan laki-laki sebapak 
j. Paman seibu sebapak. 
k. Paman sebapak 
l. Sepupu laki-laki seibu sebapak 
m.  Sepupu laki-laki sebapak 
n. Suami 
o. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang 
memerdekakan seorang hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli 
waris. 
Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:
45
 
a. Anak perempuan 
b. Cucu perempuan 
c. Ibu  
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 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 221-222. 
45
 Ibid., 222. 



































d. Nenek, yaitu ibunya ibu 
e. Nenek dari pihak bapak  
f. Saudara perempuan seibu sebapak 
g. Saudara perempuan sebapak 
h. Saudara perempuan seibu 
i. Isteri 
j. Perempuan yang memerdekakan 
Ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi 




1) Ahli waris dhawil furūḍ , Didalam Alquran dan hadits Nabi disebutkan 
bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian 
tertentu itu. Bagian tertentu itu dalam Alquran yang disebut furudh adalah 
dalam bentuk angka pecahan yaitu ½, ¼, 1/8, 1/6, 1/3, dan 2/3. Para ahli 
waris yang mendapat menurut angka-angka tersebut dinamai ahli waris 
dhawil furūḍ . 
2) Aṣ ābah, Adanya ketentuan ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta 
atau sisa harta secara pembagian terbuka, yang pada umumnya adalah laki-
laki, dikembangkan kepada ahli waris laki-laki yang lain yang tidak 
disebutkan dalam Alquran dan hadits Nabi. Anak laki-laki dikembangkan 
kepada cucu laki-laki, ayah dikembangkan kepada kakek atau kepada 
paman dan seterusnya anak paman, saudara dikembangkan kepada anak 
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saudara, hingga lengkap kerabat dalam garis laki-laki. Kelompok kerabat 
garis laki-laki ini dalam penggunaan bahasa Arab biasa disebut aṣ ābah. 
Oleh karena itu, yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta menurut 
Ahlu Sunnah pada dasarnya adalah laki-laki, maka untuk selanjutnya kata 
aṣ ābah itu digunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau 
sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris dhawil furūḍ . 
3) Dhawil arḥ am, Ahli waris dhawil arḥ am secara etimologi diartikan ahli 
waris dalam hubungan kerabat. Namun pengertian hubungan kerabat itu 
begitu luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang yang 
berhak menerima warisan sebagaimana dirinci sebelumnya. Sebelum ini 
suda dirinci ahli waris yang berhak menerima sebagai dhawil furūḍ  dan 
ahli waris aṣ ābah dengan cara pembagian mula-mula diberikan kepada 
dhawil furūd kemudian kemudian harta yang selebihnya diberikan kepada 
ahli waris aṣ ābah. Seandainya masih ada harta yang tertinggal, maka 
kelebihan harta itu diberikan kepada kerabat lain yang belum mendapat. 
Kerabat lain yang belum mendapat itulah yang dinamai ahli waris dhawil 
arḥ am. 
4. Syarat dan rukun ahli waris 
Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan 
perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris 
kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan 
didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya 







































Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah 
terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu 
mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Dalam hal ini 
penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, 
tiga syarat tersebut adalah:
48
 
1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqīqy, (misalnya 
dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiry. 
2) Adanya ahli waris yang hidup secara haqīqy pada waktu pewaris 
meninggal dunia. 
3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing. 
Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. 
Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:
49
 
1) Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang 
yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah 
meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama 
dibedakan menjadi 3 macam: 
a. Mati haqīqy (mati sejati), adalah matinya muwaris yang diyakini 
tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut 
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disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat 
dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata. 
b.  Mati hukmy ( mati menurut putusan hakim atau yuridis), adalah 
suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena 
adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara 
yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat 
kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Maliki dan 
Hambali, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 
4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama 
mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan 
pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya. 
c. Mati taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian 
(muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu 
hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika 
bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras 
kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya. 
2) Waris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan 
kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau 
perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah 
pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam 
keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam 
kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, 
yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi. 



































3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang 
ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya. 
5. Penghalang waris 
Penghalang waris adalah sesuatu yang dapat menghalangi ahli waris 
untuk mendapatkan hak warisnya, meskipun telah terpenuhi sebab-sebab 
mewarisi. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapatkan warisan tetapi 
oleh karena ada suatu keadaan tertentu berakibat dia tidak mendapatkan harta 
warisan. Menurut hukum Islam ada bermacam-macam sebab penghalang 
seseorang menerima warisan antara lain:
50
 
1) Pembunuhan, Islam adalah agama yang sangat menjunjung prinsip 
kemanusiaan sehingga secara tegas melarang adanya pembunuhan. 
Dalam kaitannya dengan hak waris mewarisi, maka orang yang 
membunuh pewaris ia tidak mendapat hak mewarisi dari pewaris 
tersebut. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi: 
 ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلْوُسَر َلَاق : َلَاق ِه ِّدَج ْنَع ِوِْيَبا ْنَع ٍبْيَع ُث ِنْبوُرْمَع ْنَع : َمَّلَسَو
 ِتاَقِْلل َسَْيل ِل ٌئْي َث ِثاَر ْ يِمْلا َنِم  
“Dari Umar bin Syu‟aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah 
SAW bersabda: seorang pembunuh tidak menjadi ahli waris terhadap 
sesuatu pun”. (H.R. Imam An Nasa‟i Nomor: 148).51 
 
 Adapun mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang 
kewarisan,diantara fuqoha terjadi perbedaan pendapat. Jenis-jenis 
pembunuhan disini ada lima yaitu:
52
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a. Pembunuhan secara haq dan tidak melawan hukum. 
b. Pembunuhan dengan sengaja dan terencana. 
c. Pembunuhan mirip disengaja (seperti sengaja). 
d. Pembunuhan khilaf. 
Dari jenis-jenis pembunuhan tersebut ada perbedaan pendapat 
diantara fuqoha: 




 Imam Maliki: jenis yang menghalangi kewarisan hanya terbatas pada 




 Imam Hanafi: yang menghalangi yaitu, pembunuhan dengan sengaja, 
mirip disengaja, dan pembunuhan khilaf.
55
 
 Imam Hanbali: yang menghalangi yaitu, pembunuhan yang tidak 
dengan haq dalam segala bentuknya, sedangkan pembunuhan secara 








2) Beda Agama, berlainan agama menjadi salah satu faktor terhalangnya 
mewarisi, yaitu apabila ahli waris atau orang yang mewarisi adalah non 
muslim. Adapun dasar hadisnya adalah sebagai berikut: 
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 ِنْب وِرْمَع ْنَع ٍْينَسُح ِنْب ِّيِلَع ْنَع ٍباَهِش ِنْبا ْنَع ٍجْيَرُج ِنْبا ْنَع ٍمِصاَع ُوبَأ اَن َث َّدَح
 ُع َِري َلَ َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأ اَمُه ْ نَع ُ َّللَّا َيِضَر ٍدَْيز ِنْب َةَماَسُأ ْنَع َناَمْث ُث
 َمِلْسُمْلا ُرِفاَكْلا َلََو َرِفاَكْلا ُمِلْسُمْلا58 
“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu 
Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid 
radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang 
muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang 
muslim.” (HR. Bukhori No.6267)59 
 Berlainan agama berarti bahwa bagi orang non muslim hukumnya 
haram untuk mewarisi harta orang muslim begitu juga sebaliknya. Nabi 
pun telah mempraktekkan pembagian warisan dimana perbedaan agama 
menjadi penghalang mewarisi, yaitu pembagian waris dari Abu Thalib. 
Adapun yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan 
muwaris beda agama atau tidak adalah pada saat muwaris meninggal.
60
 
Orang muslim tidak bisa mengambil pusaka dari orang kafir, begitu 
juga orang kafir tidak bisa mengambil pusaka dari orang muslim. 
Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab 
terhalang ada tujuh orang, salah satu diantaranya adalah berlainan 
agama.
61
 Berlainan agama menjadi penghalang mewarisi adalah apabila 
antara ahli waris dan pewaris beragama Islam yang lain bukan beragama 
Islam atau non Muslim.
62
 Misalnya ahli waris beragama Islam dan 
pewaris bergama Kristen, maka menjadi penghalang saling mewarisi. 
Ahli Waris beda agama menurut pendapat Yusuf Qarhawi adalah apabila 
ada orang yang meninggal dunia beragama Budha, ahli warisnya 
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beragama Hindu diantara mereka tidak ada halangan untuk saling 
mewarisi, dan juga dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam 
yang berbeda mazhab, satu bermazhab Suni dan yang lain Syiah, maka 
tidak juga termasuk menjadi halangan untuk saling mewarisi.
63
 
Dasar hukum mengenai beda agama dalam kriteria ahli waris 
terdapat dalam Alquran dan hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhari dan 
Muslim sebagai berikut: 
 ِّيِلَع ْنَع ٍباَهِش ِنْبا ْنَع ٍجْيَرُج ِنْبا ْنَع ٍمِصاَع ُوبَأ اَن َث َّدَح  ِنْب وِرْمَع ْنَع ٍْينَسُح ِنْب
 َي َلَ َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأ اَمُه ْ نَع ُ َّللَّا َيِضَر ٍدَْيز ِنْب َةَماَسُأ ْنَع َناَمْثُع ُثِر
 َمِلْسُمْلا ُرِفاَكْلا َلََو َرِفاَكْلا ُمِلْسُمْلا 
Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari 
Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin 
Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak 
mewarisi orang muslim. (HR. Bukhari No.6267)
64
 
Surah An-Nissa ayat 141berbunyi sebagai berikut: 
 ًلَيِبَس َينِنِمْؤُمْلا ىَلَع َنِيرِفاَكِْلل ُ َّللَّا َلَعَْيَ ْنَلَو 
       “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi 
orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin).” QS. An-Nissa: 
141. 
 Dalam ayat diatas Surah An-Nissa ayat 141 menjelaskan bahwa 
Allah Swt akan menutup semua jalan bagi orang-orang kafir untuk 
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menguasai orang-orang yang beriman. Hal ini diperkuat lagi dengan 
hadis riwayat Tirmizi sebagai berikut: 
 ْنَعَو ِْين َتَّلِم ٌلْىأ ُثَراَو َت َي َلَ :َلَاق َمَّنَسَو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَاَو ٍرْمَع ِنْب ِالله ِدْبَع
 َّتََّش 
       Dan dari Abdullah bin Umar: Sesungguhnya Nabi saw bersabda, 
“Dua pemeluk agama yang berbeda tidak dapat saling mewarisi”. 
(HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah).
65
 
Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada waris mewarisi antara 
muslim dengan orang kafir, demikian pula sebaliknya. Nabi Saw sendiri 
mempraktikan pembagian warisan, dimana perbedaan agama dijadikan 
sebagai penghalang mewarisi.  Paman beliau yang bernama Abu Thalib 
orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi Saw, meninggal 
sebelum masuk Islam. Oleh Nabi Saw harta warisnya hanya dibagikan 
kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu, Uqail dan Thalib. 
Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam yaitu, Ali dan Ja‟far 
oleh beliau tidak diberi bagian.
66
 
Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi 
pertimbangan ahli waris atau pewaris berbeda agama adalah terletak pada 
saat pewaris meninggal dunia, karena pada saat itulah hak waris sudah 
mulai berlaku. Seperti contoh, misalnya ada seorang muslim meninggal 
dunia dan terdapat ahli waris yang masih kafir, kemudian seminggu 
                                                          
65
 Mu‟ammal Hamidy dkk, Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-hadis Hukum, Jilid 5, 
(Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 2084. 
66
 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Ma‟arif, 1981), 12. 



































setelah kematian pewaris ia masuk Islam, meski harta warisan belum 
dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, 
karena pada saat pewaris meninggal dunia anak itu masih dalam keadaan 
kafir (beda agama). 
3) Budak, bukan karena status kemanusiannya sehingga perbudakan 
menjadi penghalang mewarisi, akan tetapi karena status formalnya 
sebagai hamba sahaya. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak 
terhalang untuk menerima warisan karena dianggap tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum. Umar Bin Khatab berkata, saya mendengar 
Nabi berkata: 
 ْنَع َِّللَّا ِدْبَع ِنْب ِِلَاَس ْنَع ٍباَهِش ُنْبا ِنَِث َّدَح ُثْيَّللا اَن َث َّدَح َفُسُوي ُنْب َِّللَّا ُدْبَع َنََر َبْخَأ
 ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر ُتْع َِسَ َلَاق ُوْنَع َُّللَّا َيِضَر ِوِيبَأ ًلََْنَ َعاَت ْبا ْنَم ُلوُق َي َمَّلَسَو
 َمَف ٌلاَم ُوَلَو اًدْبَع َعاَت ْبا ْنَمَو ُعاَت ْ بُمْلا َطَِتَْشَي ْنَأ َّلَِإ ِعِئاَبْلِل اَه ُتَرَمَث َف َرَّ بَؤ ُت ْنَأ َدْع َب ُُولا
 ْنَع ٍعِفَنَ ْنَع ٍكِلاَم ْنَعَو ُعاَت ْ بُمْلا َطَِتَْشَي ْنَأ َّلَِإ ُوَعَبِ يِذَِّلل  فِ َرَمُع ْنَع َرَمُع ِنْبا
 ِدْبَعْلا67 
“Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah 
menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepadaku Ibnu 
Syihab dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu berkata, 
aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Siapa 
yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya milik 
penjualnya kecuali bila disyaratkan oleh pembelinya dan siapa yang 
membeli budak dan dia memiliki harta maka harta itu milik penjualnya 
kecuali bila disyaratkan oleh pembelinya”. Dan dari Malik dari Nafi' dari 
Ibnu 'Umar dan 'Umar dalam perkara budak. (H.R. Bukhari No. 2205)
68
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 Dalam penjelasan hadis di atas budak adalah manusia yang tidak 
memiliki wewenang sendiri, tetapi dia dimiliki .dia dikuasai tetapi tidak 
memiliki kekuasaan. Adapun sebab dia tidak mendapatkan warisan 
karena Allah membagikan harta waris kepada orang yang berwenang 
memiliki sesuatu, sedangkan dia (budak) tidak memiliki wewenang.
69
 
4. Murtad, artinya apabila seseorang pindah agama atau keluar dari agama 




Berdasarkan hadis Nabi dibawah ini: 
 َع َب َلَاق :َلاَق ُوْنَع ُالله َيِضَر َةَدْر َب ْبَِأ ْنَع ٍلُجَر َلَِا َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلْوُسَر ِْنَِث
ا ِّدَتْرُم َناََكو ُوَلاَم َس َِّخَأَو ُوَق ُنُع َبِرْضَأ ْنَأ ْنَِرَمَأَف َوِْيبَأ ِةَرْمِِبِ َسرَع 
 
“Dari Abu Bardah r.a, menceritakan bahwa saya telah diutus oleh 
Rasulullah Saw kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri 
bapaknya, Rasulullah menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan 
membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling 
dari agama Islam).” (H.R. Imam Ahmad Juz 4 Nomor 295).71 
 
Mengenai orang murtad yang keluar dari agama Islam, para ulama 
memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri, karena 
orang murtad dipandang telah memutus tali syariah dan melakukan 
kejahatan agama.
72
 Menurut para ulama harta warisan orang murtad 
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(keluar dari agama Islam) tidak diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli 
warisnya yang sama-sama murtad. Selanjutnya harta peninggalan orang 
yang murtad itu dimasukkan ke dalam baitul māl sebagai harta rampasan 
dan digunakan untuk kepentingan umum.
73
 
Murtad sangat erat kaitannya dengan perbedaan agama. Murtad 
adalah orang yang keluar dari agama Islam menuju kepada kekufuran. 
Murtad dalam hukum Islam termasuk jarimah. Ulama sepakat tentang 
sanksi hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati, hukuman 
mati itu dijatuhkan setelah diberi waktu untuk bertaubat namun masih 
tetap dalam kemurtadannya.
74
 Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah 
surah Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi sebagai berikut: 
 َأ ْتَطِبَح َكَِئلوَُأف ٌرِفاَك َوُىَو ْتُمَي َف ِوِنيِد ْنَع ْمُكْنِم ْدِدَتْر َي ْنَمَو اَي ْن ُّدلا فِ ُْمُلَاَمْع
 َنوُدِلاَخ اَهيِف ْمُى ِراَّنلا ُباَحْصَأ َكَِئلوُأَو ِةَرِخْلْاَو 
 
       “Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia 
mati dalam kekafiran, maka mereka itulah sia-sia amalannya di 
dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni nereka, mereka 
kekal di dalamnya”. (Surat Al-Baqarah: 217)75 
 
 Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad 
memiliki harta yang diperoleh ketika ia memeluk Islam dapat diwarisi 
oleh ahli warisnya yang Muslim dan selebihnya dimasukkan ke baitul-
mal.
76
 Secara global pendapat ulama berkenaan tentang status dari harta 
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peninggalan orang murtad dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat 
yaitu: 
 Pendapat pertama yang berpendapat adalah diantaranya, Imam 
Syafi‟I, Ibu Abi Laila, Abu Tsaur, Imam Ahmad bin Hambal, Imam 
Malik, Dawud bin Ali, Alqomah dan Qotadah, mengatakan bahwa 
ketika orang murtad meninggalkan harta, maka orang-orang Islam 
tidak boleh mewarisi harta tersebut.  Harta tersebut harus dimasukkan 




Pendapat kedua yaitu, Ulama Hanafi, Ali bin Abi Thalib, Abdullah 
bin Mas‟ud, Sa‟id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, 
Atho‟, Sufyan As-Tsauri, berpendapat bahwa orang-orang Islam boleh 
mewarisi harta pusaka dari orang murtad.
78
 Imam Ibnu Abidin 
berpendapat bahwa harta yang diperoleh orang murtad pada saat orang 
murtad tersebut masih dalam kondisi Islam bisa diwarisi oleh ahli 
warisnya yang masih Islam, karena kepemilikan harta yang diperoleh 
sebelum murtad adalah sah, adapun apabila harta tersebut diperoleh 
pada kondisi orang murtad tersebut telah keluar dari Islam maka harta 
tersebut adalah harta fai’ dan tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya.79 
Pendapat ketiga menyatakan bahwa harta yang diperoleh si murtad 
secara mutlak, artinya harta yang diperoleh baik saat ia masih Islam 
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maupun yang diperoleh saat ia sudah murtad sampai ia meninggal 
seluruh hartanya bisa diwaris oleh ahli warisnya yang muslim. 




Dalam hal kewarisan orang yang meninggal dunia dalam keadaan 
murtad ulama ahli fikih mempunyai pendapat yang berbeda-beda. 
Mayoritas ulama berpendapat status harta orang murtad sama dengan 
status harta orang kafir, yaitu harta tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli 
waris muslim. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa orang murtad 
tidak bisa disamakan dengan status harta orang kafir asli, harta tersebut 
boleh diwarisi oleh ahli waris muslim.  
Penghalang yang kita kenal dengan istilah al-hajib ada 2 yaitu, 
karena sifat seperti budak, pembunuh, dan berbeda agama. Artinya 
meskipun seseorang termasuk ahli anak dari si mayit, tetapi karena anak 
ini yang membunuh pewaris (yang mewariskan) harta warisan., dan yang 
kedua adalah terhalang oleh orang lain, artinya ahli waris tertentu 
menjadi terkurangi bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta 
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B. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-175 buku II Kewarisan 





a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan 
meninggal berdasarka putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan 
ahli waris dan harta peninggalan. 
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang 
berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 
e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, 
biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk 
kerabat. 
Pasal 172 
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas 
atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru 
lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau 
lingkungannya. 
Pasal 173 
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 
berat para pewaris. 
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 
tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 
 
Pasal 174 
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 
a. Menurut hubungan darah: 
- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak, laki-laki, saudara laki-
laki, paman dan kakek. 
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara 
perempua dari nenek. 
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 
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(2)  apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan     
warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. 
     
Pasal 175 
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: 
a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. 
b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, 
termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. 
c. Menyelesaikan wasiat pewaris. 
d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. 
(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya 
terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. 
 
Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta 
(tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris yang telah diuraikan, harus 
didasari oleh adanya kematian, sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu, 
benar-benar hidup disaat kematian pewaris.
83
 
Pasal 171 huruf c dijelaskan pada kalimat “orang yang pada saat meninggal 
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawina dengan pewaris, 
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, 
kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri 
pewaris. Kejelasan hidupnya seseorang disebut ahli waris dapat dipahami dari 
kriteria seorang dikatakan pewaris. Seorang dikatakan pewaris apabila meninggal 
atau dinyatakan meninggal bahwa selain yang mati adalah termasuk ahli waris 
dan ahli waris harus beragama Islam, karena tidak ada hubungannya waris 
mewarisi antara orang seorang muslim dengan non muslim.
84
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Dalam penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ahli waris adalah orang 
yang menerima harta warisan dari pewarisnya. Adapun penghalang mewarisi yang 
lebih ditekankan dalam pembahasan ini adalah beda agama dan murtad (keluar 
dari agama Islam). Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris 
harus bergama Islam, karena tidak ada hubungan saling mewarisi untuk orang 
yang beda agama ataupun orang yang murtad (keluar dari agama Islam). 
KeIslaman seseorang menurut jumhur ulama ditentukan oleh syahadat, sementara 
menurut Kompilasi Hukum Islam diketahui dengan indikator sebagai berikut 
yaitu, oleh Kartu Identitas atau pengakuan dan kesaksian, sedangkan menurut 
















































KRITERIA AHLI WARIS MENURUT LDII CABANG MEDAENG 
KECAMATAN WARU SIDOARJO 
 
A. Profil Organisasi LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo 
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah nama baru dari sebuah 
aliran yang ada di Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh Mendiang Nur Hasan 
Ubaidah Lubis. Pada awalnya LDII ini bernama Darul hadis pada tahun 1951, 
karena ajarannya meresahkan masyarakat maka Darul hadis dilarang dan berubah 
menjadi Islam Jamaah. Islam Jamaah merupakan salah satu organisasi yang 
terkenal eksklusif. Pada akhirnya berubah menjadi Lembaga Dakwah Islam 
Indonesia (LDII) sampai saat ini.
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Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terletak di Desa Medaeng 
Kecamatan Waru Sidoarjo didirikan oleh Syaikh Umar pada tahun 1964. Pada 
awalnya LDII terletak di sekitar terminal Bungurasih, lebih tepatnya sebelah 
selatan Ramayana Bungurasih. Musollah kecil yang dibangun oleh Syaikh Umar 




Setelah beberapa lama kemudian, musollah tersebut dipindah oleh 
Pemerintah setempat untuk kepentingan umum di Jl. Diponegoro yang sekarang 
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Adapun struktur kepengurusan Organisasi Masyarakat Pengurus Cabang 
LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: 
1. Stuktur Organisasi Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo 
Tabel 1.1 
STRUKTUR PENGURUS CABANG LDII MEDAENG KECAMATAN 
WARU KABUPATEN SIDOARJO 














Dalam struktur kepengurusan PAC LDII memiliki masa bhakti lima 
tahun dengan ketua sebagai pemegang stuktur kepemimpinan tersebut menjadi 
Ketua 





















 Abdul Basid 
 H. Nurzain, S.E. 



































dua kepengurusan, yakni pengurus harian dan pengurus seksi yang mana 
semuanya berada dibawah garis ketua sebagai pemimpin tertinggi. Pengurus 
seksi terbagi menjadi 3 seksi, yakni: 
a. Seksi organisasi, kaderisasi dan keanggotaan 
b. Seksi hubungan antar lembaga 
c. Seksi pendidikan agama dan dakwah. 
Seluruh bagian dalam struktural tersebut saling berhubungan satu sama 
dengan yang lain. 
2. Letak geografis Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 
Penelitian ini berlokasi di Desa Medaeng yang terletak di wilayah 
kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dilihat dari segi geografisnya wilayah di 
desa Medeang tersebutterbagi atas 5 Rukun Warga, yang meliputi 30 Rukun 
Tetangga. LDII yang berada di desa Medaeng ini terletak di Jl. Diponegoro 
No.11 bagian timur dari kota Sidoarjo. Wilayah yang ditempati LDII desa 
Medaeng, menempati batas-batas sebagai berikut: 
a. Sebelah Barat  : pemukiman masyarakat umum 
b. Sebelah Utara  : pemukiman masyarakat LDII 
c. Sebelah Selatan  : pasar Grand Medaeng 
d. Sebelah Timur  : pemukiman masyarakat umum 
3. Gambaran demografis Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo 
Penduduk di Desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo sebagian besar 
adalah orang Islam, dimana banyak organisasi masyarakat yang menaunginya, 







































a. Warga Nahdlatul Ulama : ± 40% 
b. Warga Muhammadiyah : ± 24% 
c. Warga LDII   : ± 35% atau 1.200 jiwa 
Laki-laki   : 40% 
Perempuan   : 60% 
d. Warga Kristen   : ± 0,8 % 
Jadi, dari data diatas organisasi masyarakat LDII menempati urutan 
kedua setelah Nadlatul Ulama yang cukup besar dan mempunyai banyak 
jamaah di desa Medaeng tersebut. 
 
B. Program Kegiatan LDII Desa Medaeng 
1. Bidang sosial 
Dalam bidang sosial Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo cukup baik dimata masyarakat. Pengurus Cabang LDII sangat terbuka 
mengenai masalah organisasi kemasyarakatan dan mereka juga terjun langsung 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial apapun yang dilakukan oleh anggota 
selain LDII, dan dari sinilah terlihat sebuah kerukunan antar organisasi di desa 
Medaeng tersebut, akan tetapi dalam hal masalah agama atau apa ajaran yang 
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Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini juga 
menyelenggarakan pengajian Alquran dan dan hadis, selain itu juga 
mengadakan beberapa forum kajian atau pengajian berdasarkan kelompok usia 
dan gender, antara lain:
90
 
1. Pengajian anak-anak (Pra sekolah-SD) 
Pengajian anak-anak ini dilaksanakan setiap sore hari sampai 
menjelang magrib. Kegiatan pengajian ini meliputi: 
1) Membaca Alquran secara tartil 
2) Hafalan doa-doa 
3) Hafalan surat-surat pendek 
4) Pembelajaran akhlakul karimah 
5) Pembelajaran kemandirian 
2. Pra remaja (SMP-SMA) 
Usia remaja sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam 
pembinaan mental agama. Oleh karena itu, LDII membentuk Tim 
Penggerak Pembina Generasi yang terdiri dari pakar pendidikan. Para pakar 
tersebut memberikan ilmu pendidikan berupa: 
1) Alquran dan Hadis (Kutubusitah) 
2) Akhlakul karimah 
3) Kemandirian seperti, kewirausahaan dan keterampilan 
 
                                                          
90
  Rusdi, Wawancara, Sidoarjo, 26  Desember 2018 



































3. Generasi penerus (SMA-Mahasiswa) 
Kajian-kajian yang didapat oleh generasi penerus ini adalah materi 
seputar pernikahan, karena umur mereka dinilai sudah cukup matang untuk 
mendapatkan ilmu membina keluarga yang sakinah mawaddah dan 
warohmah. 
4. Pengajian aghniya‟ 
Pengajian ini dihadiri oleh kalangan anggota LDII dalam kategori 
mampu dalam hal keuangan karena mereka cukup sebagai donator untuk 
mengembangkan kualitas perekonomian masyarakat anggota LDII yang 
lain. 
5. Pengajian umum 
Dalam pengajian ini dihadiri oleh generasi penerus. Pengajian umum 
ini biasanya beranggotakan jamaah PAC dan PC LDII dengan tujuan untuk 
membahas kerukunan dan kekompakan antar masyarakat. Semua pengajian 
di LDII bersifat untuk umum, siapapun boleh mengikutinya dengan jadwal 
yang sudah ditentukan dan materi biasanya mengenai tentang bela Negara, 
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C. Pandangan LDII Terhadap Kriteria Ahli Waris di Desa Medaeng 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara 
kepada Tokoh LDII desa Medaeng. Diatara Tokoh Pengurus Cabang LDII yang di 
wawancara adalah sebagai berikut: 
1. Bashori bertindak sebagai Tokoh Pengurus Cabang LDII 
2. Rusdi Faizal bertindak sebagai Ketua Pengurus Cabang LDII 
3. Baihaqi bertindak sebagai mantan jamaah Pengurus Cabang LDII 
Setelah penulis melakukan wawancara kepada Bapak Rusdi Faizal sebagai 
ketua Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mengenai 
kriteria ahli waris anggota LDII., Penulis memperoleh kejelasan bahwa ada 
beberapa faktor pertimbangan yang menjadikan Pengurus Cabang LDII 
mengambil kebijakan dalam menentukan kriteria ahli waris menurut LDII. 
Secara teori kriteria ahli waris LDII hampir sama dengan ketentuan hukum 
Islam, hanya saja yang menjadi perbedaan disini adalah pemahaman tentang 
penghalang saling mewarisi yang terletak pada beda agama dan murtad.
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Dalam organisasi LDII di desa Medaeng terdapat kriteria ahli waris untuk 
bisa saling mewarisi, yaitu:
93
 
1. Hubungan perkawinan 
2. Hubungan keturunan 
3. Disarankan perkawinan dan keturunan ini dengan sesama anggota LDII agar 
bisa untuk saling mewaris 
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 Pengurus Cabang LDII memiliki beberapa tim yang untuk menangani 
bagian masing-masing keorganisasian, contohnya Tim Kematian, Tim 
Perkawinan, Tim Dhuafa‟ dan lain sebagainya. Selanjutnya yang dibahas adalah 
Tim kematian, yang mana dalam ahli waris ini berhubungan dengan kematian. 
Sesuai data informan dari Bapak Rusdi selaku Ketua LDII di desa Medaeng yang 
diperoleh sebagai berikut: 
“kriteria ahli waris menurut LDII hampir sama dengan kriteria ahli waris 
menurut Hukum Islam ataupun Undang-undang, hanya saja di dalam organisasi 
LDII ini diharapkan untuk perkawinan dan keturunannya sesama anggota LDII 
agar tidak putus hubungan saling mewarisi. Setiap LDII memiliki aturan yang 
berbeda dalam persoalan ahli waris, karena setiap LDII memiliki ketua yang 
berbeda, Imam yang berbeda dan pendapat yang berbeda pula. Tidak semua LDII 
mempunyai pandangan yang sama mengenai ahli waris tersebut, karena kitab 
dan sumber LDII hanya dibuat oleh kalangan LDII sendiri dan tidak diperjual 
belikan. TIim kematian dalam LDII bertugas untuk membantu anggota LDII yang 
meninggal dunia, tidak berhenti disitu bahwa Tim kematian tersebut juga 
melakukan pendataan siapa saja ahli waris dari orang yang meninggal dunia. 
Perbedaan organisasi di dalam LDII menjadi penghalangnya saling mewarisi, 
karena kafir dan murtad menurut LDII adalah tidak mengikuti anggota LDII dan 
keluar dari anggota LDII”94 
 
Peran Tim kematian di dalam LDII sangat penting dalam hubungannya 
dengan menentukan kriteria ahli waris. Adapun mekanisme penentuan kriteria ahli 
waris yang dilakukan oleh Tim kematian adalah sebagai berikut:
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1. Bertugas untuk menyelesaikan perawatan jenazah. Tim kematian tidak hanya 
bertugas menyelesaikan perawatan jenazah, tetapi juga mengumumkan 
apabila ada orang yang meninggal dunia. Ikut serta dalam memandikan 
jenazah, mensholati hingga mengantarkan jenazah sampai ke makam. 
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2. Bertugas untuk melunasi hutang piutang orang yang meninggal dunia. Hutang 
piutag adalah sesuatu yang penting sebelum pembagian waris dilakukan. Tim 
kematian mengumumkan kepada siapa saja yang mempunyai hutang atau 
yang merasa dihutangi oleh orang yang meninggal dunia. Apabila sampai 
satu minggu tidak ada laporan mengenai hutang piutang maka sepenuhnya 
hak ahli waris yang mengurusi hutang piutang pewaris apabila suatu saat ada 
yang berhutang ataupun yang membagi hutang. 
3. Bertugas dalam memimpin musyawarah keluarga. Tim kematian bertugas 
memimpin musyawarah keluarga dalam hal penentuan kriteria ahli waris. 
Apabila tugas mengurusi jenazah dan hutang piutang selesai, maka tim 
kematian mengumpulkan semua ahli waris untuk bermusyawarah dalam 
mementukan ahli waris. Tim kematian juga bertugas membuka rapat 
musyawarah dan menyimpulkan hasil musyawarah. 
4. Identifikasi ahli waris, siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta 
warisan. Adapun tujuan dari diadakannya musyawarah keluarga adalah untuk 
mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendaptkan ahli waris, dan siapa 
saja yang tidak berhak. Identifikasi ahli waris ini digolongkan menjadi dua 
yaitu, jamaah LDII dan jamaah non LDII. Menurut Bapak Bashori selaku 
ketua bidang agama dan dakwah dalam Pengurus Cabang LDII Kecamatan 
Waru Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa., “ orang yang non LDII tidak 
berhak mendapatkan waris dari orang LDII”. Dalam hal tersebut sudah jelas 
bahwa non LDII menjadi salah satu penghalang waris menurut Pengurus 
Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 



































5. Mengarahkan pembagian waris sepenuhnya kepada keluarga. Tim kematian 
LDII hanya mengurusi siapa saja yang berhak untuk mendaptkan waris, 
selebihnya masalah pembagian waris di kembalikan kepada ahli waris 
masing-masing. 
 
Saling mewarisi dengan sesama anggota LDII adalah sebagai bukti ketaatan 
dari para jamaah terhadap kelompoknya tersebut. Seseorang diluar jamaah LDII 
tidak akan bisa mewarisi dengan jamaah di dalam LDII, begitu juga sebaliknya 
jamaah LDII tidak akan bisa mewarisi hartanya kepada jamaah di luar LDII.
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Meskipun demikian kemurtadan menurut LDII tidak bisa dibuktikan dengan 
pernyataan tertulis., hanya saja apabila jamaah keluar dari LDII hanya 
menggunakan ucapan kepada seorang imam dan penarikan kartu Identitas LDII.
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Menurut LDII di Desa Medaeng ada tiga faktor yang menjadi penyebab 
batalnya hubungan waris dalam keluarga LDII yaitu sebagai berikut:
98
 
1. Batalnya kewarisan karena anak zina 
2. Batalnya kewarisan karena perbedaan agama 
3. Batalnya kewarisan karena pembunuhan 
Dalam hal ini, yang menjadi pembahasan penting dalam penghalang waris 
menurut LDII adalah perbedaan agama. Menurut Bapak Rusdi selaku selaku 
Ketua LDII desa Medaeng menyatakan bahwa: 
 “perbedaan agama dalam LDII di dasarkan pada baiat., apabila seseorang 
telah berbait maka ia tergolong orang LDII dan berhak mendapatkan waris. 
Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak melakukan baiat maka dia tidak berhak 
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mendapatkan waris karena di beri status hukum oleh orang-orang LDII berbeda 
agama.”99 
 
Baiat artinya perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia, karena 
dalam pelaksanaanya selalu melibatkan dua pihak secara sukarela. Baiat juga 
berarti berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak 
dan kewajiban untuk saling setia dan taat.
100
 
Sumber utama yang di pegang oleh Pengurus Cabang LDII adalah 
berpedoman pada Alquran dan hadis serta ijtihad imam. Ijtihad imam ini berupa 
ilmu manqul dimana perpindahan ilmu dari guru kepada muridnya.
101
 Jadi dapat 
dipahami bahwa ilmu mankul adalah mengkaji Alquran dan hadis secara langsung 
oleh seseorang ataupun beberapa murid yang menerima dari seorang guru itu 
asalnya menerima langsung dari gurunya begitu seterusnya sambung bersambung 
sampai pada penghimpun hadis seperti Al Bukhari, Muslim, An-Nasa‟I, At-
Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain sampai kepada Rasulullah Saw. 
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria ahli waris menurut 
Pengurus Cabang LDII adalah harus sama-sama beranggotakan LDII. Apabila 
orang yang keluar LDII atau bukan anggotakan LDII tidak berhak mendapatkan 
waris. Adapun sumber yang dijadikan pedoman bahwa orang yang keluar dari 
LDII tidak bisa mendapatkan waris bukan hanya pada hadis melanggar baiat, 
namun juga mengikuti ijtihad keIslaman untuk kemaslahatan warga LDII itu 
sendiri.
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ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KRITERIA AHLI WARIS 
MENURUT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI DESA 
MEDAENG KECAMATAN WARU SIDOARJO 
 
Pada pembahasan bab II yang telah dipaparkan sebelumnya, kriteria ahli 
waris menurut hukum Islam adalah, apabila di ambil dari fikih jumhur ulama dan 
Kompilasi Hukum Islam Buku II Kewarisan pasal 171-175 tentang kriteria ahli 
waris adalah harus adanya hubungan perkawinan atau keturunan dengan pewaris, 
beragama Islam, dan tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Sementara 
itu sebagaimana dipaparkan pada bab III Pengurus Cabang LDII memiliki kriteria 
ahli waris yang berbeda. Bab ini akan  memaparkan analisis bagaimana kriteria 
ahli waris menurut Pengurs Cabang LDII khususnya Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo jika ditinjau menggunakan hukum Islam. 
A. Ketentuan Kriteria Ahli Waris Menurut LDII di Desa Medaeng Kecamatan 
Waru Kabupaten Sidoarjo 
 
 Di dalam  LDII seorang imam berhak menentukan siapa saja yang berhak 
menjadi ahli waris dan siapa saja yang tidak berhak menjadi ahli waris. Keriteria 
ahli waris menurut LDII salah satunya adalah harus menjadi anggota LDII, maka 
akan terjadi saling mewarisi antar anggota LDII dan tidak bisa saling mewarisi 
untuk orang yang bukan LDII. Adapun kriteria ahi waris menurut LDII di desa  



































Medaeng yang diperoleh dari hasil wawancara dari Bapak Rusdi selaku Ketua 
LDII adalah sebagai berikut:
102
 
“bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan 
darah dengan pewaris yang sesama LDII dan tidak terhalang untuk saling 
mewarisi, maka ia tergolong ahli waris, begitu juga sebaliknya apabila setiap 
orang yang mempunyai hubunga perkawinan atau hubungan darah dengan 
pewaris yang bukan LDII walaupun tidak terhalang untuk saling mewarisi, tetapi 
ia tidak bisa menjadi ahli waris karena bukan anggota LDII”. 
 
Meski sudah menyatakan telah berubah menjadi paradigma baru, ternyata 
aliran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) alias Islam Jamaah masih 
mengamalkan doktrin lama yang mengkafirkan umat Islam yang tidak berbaiat 
kepada Islam Jamaah. Hal ini terbukti dari hasil wawancara di atas. 
Hal ini terbukti dalam kasus yang sedang dialami Adam Amrullah bin 
Bastaman (34). Pria kelahiran 22 Februari 1977 itu harus berurusan dengan 




Penyebab keduanya bercerai adalah perbedaan akidah. Akidah Adam dan 
istrinya berbeda setelah Adam menyatakan keluar dari Islam Jamaah (LDII). 
Sementara istrinya masih bertahan dalam Islam Jama‟ah. Salah satu doktrin 
akidah Islam Jamaah (LDII), jelas Adam, adalah mengkafirkan orang yang bukan 
golongan Islam Jamaah. 
Al-Ghazali menjelaskan bahwa hadis”Umatku akan terpecah menjadi tujuh 
puluh lebih aliran, dan yang selamat hanya satu aliran”. Pendapat ini merupakan 
penegasan bahwa tidak boleh mengkafirkan semua aliran Islam kecuali satu aliran 
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yang memang sudah jelas penyimpangan mereka, sebaliknya sepanjang suatu 
aliran itu bersyahadat walaupun mereka sudah jelas menimpang sebaiknya kita 
pilah mereka itu sebagai “keliru” dalam memahami agama. ini berarti sesama 
Muslim harus berhati-hati dalam mengkafirkan sesama Muslim.
104
 
Akhir tahun 2008, setelah menyatakan keluar dari Islam Jamaah (LDII), 
Adam disidang oleh beberapa ustad Islam Jamaah secara internal dalam acara 
keluarga. Dan diberi nasihat agar tetap dalam barisan LDII. Namun Adam tetap 
teguh pada pendiriannya keluar dari LDII. 
Singkat cerita, tahun 2016 dalam sebuah acara keluarga, lagi-lagi Adam 
disudutkan agar tetap dalam barisan LDII. Bahkan mertuanya menyebut bahwa 
negara ini negara kafir dan Undang-undangnya Thogut. Dan berkata: “Kalau 
kamu keluar dari Islam Jamaah, Ayah tidak akan Rida”. 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kuatnya penanaman 
doktrin agama oleh para imam LDII terhadap anggotanya sehingga mampu secara 
tegas berkata demikian serta perbedaan akidah keluar dari sebuah barisan Islam 
Jamaah (LDII) mampu dianggap sebagai kafir dan bukan termasuk golongan 
mereka dan secara otomatis terhalang  dari memperoleh harta warisan. Dalam hal 
ini yang bisa digaris bawahi adalah keIslaman bagi mereka juga bukan hanya 
ditandai oleh syahadat tetapi juga harus dengan baiat dan ini yang menjadi hal 
berbeda dari jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam. 
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Ahli Waris Menurut Lembaga 
Dakwah Islam Indonesia di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo 
 
Konsep kriteria ahli waris dalam kewarisan yang diterapkan di LDII desa 
Medaeng berbeda jika dikaitkan dengan hukum Islam yakni Kompilasi Hukum 
Islam Buku II Kewarisan pasal 171-175 tentang kriteria ahli waris. Di dalam 
Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diketahui bahwa kriteria ahli waris 
adalah harus beragama Islam dan tidak menjadi penghalang untuk saling 
mewarisi. Lebih lanjut dalam pasal 171 ahli waris akan dipandang atau 
dikategorikan sebagai muslim dan berhak mendapatkan waris dan tidak terhalang 
karena perbedaan agama, apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
105
 
 “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu 
Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru 
lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau 
lingkungannya.” 
 
 Berbeda dengan kriteria diatas konsep kriteria ahli waris dalam LDII desa 
Medaeng yakni harus sesama anggota LDII untuk bisa saling mewarisi. 
Penghalang untuk saling mewarisi di dalam LDII adalah terletak pada kafir dan 
murtad. 
Kafir menurut LDII desa Medaeng adalah orang yang tidak melakukan baiat 
(janji setia) terhadap agamanya, sedangkan murtad menurut LDII desa Medaeng 
adalah orang yang melepakan ata meninggalkan baiat (janji setia) terhadap 
seorang imam dari dirinya.
106
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Adapun yang dimaksud penghalang mewarisi adalah hal-hal yang dapat 
menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta pewarisnya. Hal-hal yang 




2. Berbeda agama 
3. Murtad (keluar dari Islam) 
4. Perbudakan 
Berbeda agama dalam hukum Islam yaitu ditujukan untuk orang-orang non 
muslim selain Islam, sedangkan murtad yaitu orang yang keluar dari Islam.
108
 
Dalam kitab Fikih ala Madzahib al arba’ah, riddah diartikan kufurnya 
seorang  muslim setelah mengucapkan dua kalimat syahadat secara sukarela dan 
telah  menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Kufur tersebut baik 
dengan perkataan, perbuatan atau kepercayaan.
109
 
Dalam fikih sunnah riddah diartikan secara bahasa sebagai kembali ke jalan 
tempat ia datang sebelumnya, tetapi istilah (riddah) ini khusus bagi kufur dari 
Islam. Maksudnya adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh 
dari Islam kepada kekufuran dengan sukarela tanpa  paksaan dari seseorang, baik 
laki laki maupun perempuan.
110
 
Dari semua pengertian yang ada hampir semuanya sama, hanya berbeda 
dalam pemilihan  kata saja yang intinya adalah kembali kepada agama selain 
Islam dibuktikan dengan perkataan atau perbuatan disertai niat demikian, dengan 
                                                          
107
 Abdul Ghofur, HukumKewarisan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 35 
108
 Ibid, 55 
109
 Abdurrahman  Al Jazairi,  al Fiqh ala Madzahib  al Arba’ah (Beirut: Dar  al Kutub  Al Ilmiyah, 
2003), juz 5, 372. 
110
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Beirut: Dar al Fikr, 1983), Juz 2, 381. 



































tiga syarat; berakal, balig, dan tanpa paksaan. Dan pengertian yang diambil dalam 
fikih sunnah yang paling dekat dengan pengertian yang sempurna. 
Seorang dapat disebut telah murtad ketika ia keluar dari agama Islam 
kepada selainnya, dan bukan termasuk murtad jika seorang yang beragama 
tertentu keluar kepada agama lain yang  termasuk dalam agama  kafir, hal 
demikian karena agama agama kafir bagaikan satu agama (millah wa hidah). 
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu hal yang bisa 
menghalangi kewarisan adalah perbedaan agama antara pihak yang mewariskan 
dan ahli waris. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim 
dikatakan. 
 َمِلْسُمْلا ُرِفاَكلا ُثَِري لَو ،َرِفاَكلا ُمِلْسُمْلا ُثَِري لَ 
       “Orang muslim tidak bisa wewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang 
kafir tidak bisa mewarisi  orang muslim,” (HR Bukhari dan Muslim).111 
Sampai di sini sebenarnya tidak ada persoalan. Apabila seorang muslim 
meninggal dunia dan ada ahli warisnya yang nonmuslim, semua ulama sepakat 
bahwa pihak ahli waris non muslim tidak bisa mendapatkan warisan sebab ia 
berbeda keyakinan. 
Lantas, bagaimana jika ahli warisnya adalah muslim misalnya bapaknya 
kafir sedangkan anaknya muslim. Apakah anaknya itu bisa mendapatkan warisan 
dari bapaknya? Dengan mengacu pada bunyi hadits di atas mayoritas ulama 
berpendapat seorang muslim tetap tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Ini 
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artinya, jika bapaknya kafir sedang anaknya muslim, si anak tetap tidak bisa 
mewarisi harta bapaknya. 
Perlu dipahami bahwa pengertian kafir dan murtad perspektif LDII mengacu 




1. Alquran mankul, yaitu Alquran yang telah diartikan dan ditafsirkan serta di 
ta‟wilkan oleh Imam sesuai kepentingannya, sebab imam mempunyai otoritas 
yang mutlak termasuk membuat ajaran yang wajib ditaati oleh semua 
pengikutnya. 
2. Hadis mankul, yaitu hadis-hadis yang telah ditafsirkan oleh imam sesuai 
kehendak dan kepentingannya. 
3. Sabda imam, yaitu titah-titah imam, baik yang menyangkut masalah 
Ubudiyyah atau Muamalah, dimana larangan imam wajib ditinggalkan dan 
perintahnya wajib dilaksanakan. Bila perintah imam itu tidak dilaksanakan, 




Makna kafir dan murtad yang didefinisikan mereka sangat berbeda dari 
jumhur ulama dan fikih mazhab. Jika dipahamikata kafir adalah makna yang 
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 ٌنِمْؤُّم مُكنِمَو ٌرِفاَك ْمُكنِمَف ْمُكَقَلَخ يِذَّلا َوُى 
       “Dialah yang menciptakan kamu, lalu diantara kamu ada yang kafir dan ada 
yang mukmin. 
Mereka mengacu sikap tersebut pada hadis Nabi yang berbunyi, “Tetaplah 
olehmu berjamaah dan jangan bercerai berai”. (H.R at-Tirmidzi). Hadis lainnya 
lagi adalah: “Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada Jamaah 
kecuali dengan keamiran, dan tidak ada keamiran kecuali dengan baiat dan tidak 
ada baiat kecuali dengan ketaatan”. (H.R Ahmad ibn Hambal)115 
Lebih dari itu mereka beranggapan bahwa orang yang tidak sepaham 
dengan mereka dihukumi kafir, dan setiap orang kafir adalah najis. 
Konseskuensinya mereka harus diusir dari kalangan jamaah, meskipun tadinya 
adalah anggota keluarga, seperti anak, orang tua, istri maupun suami. Ajaran 
Islam Jamaah yang demikian itu merupakan hasil ijtihad Wali Fatah, tokoh aliran 
Jamaah Muslim. Paham agama seperti ini telah menimbulkan keresahan dalam 
masyarakat, karena telah memecah belah persatuan atau ukhuwah islamiah.
116
 
Takfir adalah mengkafirkan orang yang tidak berbaiat kepada imam suatu 
kelompok. Ciri takfir ini seringkali terdapat dan menjadi ciri khas kelompok yang 
menyimpang. Jadi secara psikologis, mereka ingin menanamkan rasa bangga dan 
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kepada anggotanya dengan memberi label muslim kepada kelompok mereka dan 
label non muslim kepada selain mereka (diluar kelompok). 
 Sementara itu syariat Islam jelas melarang kita untuk mudah mengkafirkan 
orang lain, kecuali memang secara tegas seorang menyatakan diri murtad atau 
melalui proses peradilan dengan memanggil orang yang bersangkutan dan telah 
diputuskan oleh mahkamah syar’iyyah bahwa seseorang memang nyata keluar 
dari Islam. 
Dari pemaparan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa apabila penghalang 
untuk saling mewarisi antara kafir dan murtad terletak pada baiat menurut LDII di 
desa Medaeng maka tidak sesuai dengan hukum Islam yakni Kompilasi Hukum 
Islam buku II Kewarisan pasal 171-175. Kafir adalah orang non muslim, 
sedangkan murtad adalah orang yang keluar dari Islam. Jadi keluar dari Ormas 
LDII tidak dihukumi kafir atau murtad, karena agamanya masih Islam dan orang 
Islam berhak untuk saling mewarisi selama tidak ada penghalang untuk saling 
mewarisi. Sebagaimana kriteria ahli waris di bab III bahwa LDII di Pengurus 
Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa keluar 
dari LDII tidak berhak mendapatkan waris. Dalam hal ini tidak sesuai dengan 
jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa sesama 
muslim harus saling mewarisi dan baiat tidak termasuk dalam penghalang untuk 









































 Berdasarkan pemaparan persoalan tentang kriteria ahli waris menurut 
Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan paparan 
analisis hukum Islam pada persoalan ini, maka dapat dismpulkan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Dalam pelaksanaan kewarisan, LDII dalam hal ini khususnya Pengurus 
Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menetapkan kriteria 
ahli waris yaitu bahwa pewaris harus anggota LDII. Dari sini mereka juga 
berpendapat bahwa orang di luar anggota LDII tidak bisa mendapatkan 
ahli waris termasuk di sini adalah orang yang keluar dari LDII.  
Dalam analisis hukum Islam , dalam hal ini fikih dan  ketentuan kriteria 
ahli waris terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Buku II Kewarisan 
pasal 171-175  tentang kriteria ahli waris ada perbedaan antara kriteria 
yang digunakan dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang LDII Kecamatan 
Waru Sidaorjo dengan aturan yang ditetapkan oleh agama khususnya di 
sini adalah Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan itu terletak pada fakta 
bahwa orang yang keluar dari LDII dianggap terhalang kewarisannya. 
Sementara menurut fikih jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam, 
orang yang tergolong penghalang waris bisa disebabkan oleh 
pembunuhan, beda agama, murtad (keluar dari Islam) dan perbudakan. Di 
dalam LDII semua amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota LDII 



































berpedoman pada Alquran dan hadis, namun jika di dalam keduanya tidak 
ada maka keimaman berijtihad untuk kemaslahatan warga LDII tersebut. 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang 
Kriteria Ahli Waris Menurut LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru 
Sidoarjo”, penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Hendaknya masyarakat muslim di Indonesia dalam berorganisasi 
mengacu kepada aturan Negara terutama Kompilasi Hukum Islam 
sebagai hukum positif yang dalam hal ini pasal 171-175 Buku II KHI 
tentang kriteria ahli waris. Hal ini juga sangat penting agar tidak 
adanya perpecahan dalam perbedaan pendapat. 
2. Masyarakat seluruh Indonesia menyadari bahwa cara orang memahami 
dalam aturan hukum Islam itu sangat berbeda-beda. Hendaknya semua 
bisa menghargai adanya perbedaan agar tidak menimbulkan 
perpecahan. 
3. Hendaknya masyarakat akademisi ataupun masyarakat umum bisa 
memahami bahwa perbedaan pandang di tengah masyarakat bisa juga 
menjadi sumber keilmuan dan peradaban kaum muslim Indonesia. 
Selain itu pandangan yang berbeda ini juga bisa menjadi sumber 
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